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2. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Mengingat : 1. Undang-Uodang Nomor 13 Tabun 1950 tentang 
PembenttJ.kan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengab; 

Menimbang a. bahwa dengao telah terbitnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tabun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan 
dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Pengbasilao Tetap, Tunjangao dan 
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan 
Perangkat Desa perlu disempumakan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan 
Tetap, Tunjangao dan Penerimaan lain yang sah bagi 
Petinggl dan Perangkat Desa. 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR 21 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 10 TAHUN 
2015 TENTANG PENGRASILAN TETAP, TUNJANGAN,DAN PENERIMAAN 

LAIN YANG SAH BAGI PETINGGL DAN PERANGKAT DESA 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JElPARA "Z.\ 

BUPATIJEPARA 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersurnber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belaoja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telab diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia 
Nomor 5694); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksaoaao Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tenrang Desa [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 centang Desa (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang - Ondang Nomor 9 Tahun 2015 
tenrang Peruhahan Kedua Atas Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 45495); 



(3) Dihapus. 

(1) SILTAP sebagairnaoa dimaksud dalarn Pasal 3 huruf a, 
diaoggarkan da)am APBDes yang bersumber dari ADD. 

(2) SlLTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan 
setiap buJan secara terus menerus sesuai dengan kemampuan 
keuangan desa dan dltetapkan dengan Perdes. 

Pasal 4 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga 
berburiyi sebagai berikut : 

10. Perangkat Desa adalah unsur pernbanm Petinggi yang terdiri dari 
Carik, unsur staf sekretariat, pelaksana kewilayahan dan 
pelaksana teknis. 

24. Tambahan Tunjangan Peunggi dan Perangkat Desa edelah 
tambahan tuajangan yang diberikan kepada Petinggi dan 
Perangkat Desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah 
Bengkok yang dianggarkan dalam APBDes guna meningkatkan 
kinerja Petinggi dan Perangkat Desa. 

25. Dihapus. 

1. Ketentnan Pasal 1 angka 10 dan angka 24 diubah, dan angka 25 
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan clan Penerimaan lain yang 
sah bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 
10), diubah sebagai berikut : 

Pasal T 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATJ JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2015 
TENTANG PENGHASII..AN TETAP, TUNJANGAN DAN 
PENERIMAAN LAlN YANG SAH BAGI PETINGGI DAN 
PERANGKAT DESA. 

MEMUTUSKAN ; 

7. Peraturan Bupari Jepara Nornor 10 Tahun 2015 
teruang Penghasilan Te tap, Tunjangan dan 
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan 
Perangkat Desa [Berita Daerah Kabupaten .Jepara 
Tahun 2015 Nomor 10). 



(1) SILTAP sebagairnaoa dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
c!ianggarka.n dalam APBDes yang bersumber dari ADD. 

(2) SIL TAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, cliberikao 
setiap bulan secara terus menerus sesuai dengan kernampuan 
keuangao desa dan dltetapkan dengan Perdes. 

(3) Dihapus. \I ~..:.\.~.~!;!'o II K£PA"~"~r.~•M II 

Pasal 4 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) cliubah dan ayat (3) dihapus, sehingga 
bt:rbunyi sebagai berikut : 

10. Perangkat Desa adalah unsur pernbanru Petinggi yang terdiri dari 
Carik, unsur staf sekretariat, pelaksana kewllayahan dan 
pelaksana teknis. 

24. Ta.mbaha.n Tunjangan Petinggi da.n Perangkat Desa adalah 
tambahan tunjangan yang cliberikan kepada Petinggi dan 
Perangkat Desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah 
Bengkok yang dianggarkan dalam APBDes guna meningkatkan 
kinerja Petiaggi dan Perangkat Desa. 

25. Dihapus. 

1. Ketentuan. Pasal 1 angka 10 dan angka 24 cliubah, dan angka 25 
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan clan Penerimaan lain yang 
sah bagi Petinggi clan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 
10), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2015 
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN 
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI Pg'J'!NGGI DAN 
PERANGKAT DESA. 

MEMUTUSKAN : 

7. Peraturan Bupaci Jepara Nomor 10 Tahun 2015 
teruang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Peaerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan 
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten .Jepara 
Tahun 2015 Nomor 10). 



c. ADD yang berjumlah lebih darl Rp.700.000.000,- (tujuh ratus 
juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus 
juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus 
lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banya.k 40% 
(empat puluh perserarus); 

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan 
ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (Liga 
ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
30% (tiga puluh perseratus): 

(2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal 
sebagahnana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan dengan 
mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas 
rugas pemerintahan dan letak geografis. 

(3) Besarao SILTAP setiap bulan clitentukan sebagai berikut: 
a. SlLTAP Perangkat Desa selain Carik paling sedikit 50% (lima 

puluh per seratus) dan paling banya.k 60% (enam pulub per 
seratus) dari SlLTAP Petinggi per bulan. 

b. SILTAP Cacik Non PNS paling sedikit 70% (tujub puluh per 
seratus] dan paling banya.k 80% (delapan puluh perseratus] 
dari SlLTAPPetinggi per bulan. 

(4) Ketentuan SlLTAP sebagaimana climaksud pada ayat [I] apablla 
melebihi batas minlmal SILTAP, maka meuggunakan batasan 30% 
(tiga puluh perseratus) dar:i APBDes dengan tetap mengalokasikan 
angga.ran untuk operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan 
operasional BPD serta insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun 
Warga(RW). 

a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh 
perseratus); 

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- {Lujuh ratus jula 
rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga rarus juta 
rupiah) sampa.i dengan paling banyak 50% (lima pulub per 
seratus); 

(l) Pengalokasian ADD untuk SJLTAP Petinggi dan Perangkat Desa 
menggunakan perhitungan sebagai berik:ut: 

Pasal 5 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sebingga berbunyi sebagai berikut : 
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(1) Petinggi dan Perangkat Desa dapar diberikan penerimaao lain 
yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain : 
a. Tambahan Tunjangan; 
b. Honorarium kegiatan; 
c. Pengbargaan berupa tali asih; 
d. Penghargaan berupa uang duka; 
e. Kompensasi bagi Carik yang tidak memenuhi syaral untuk 

diangkat sebagai PNS. 

Pasa18 

5. Keteotuan Pasal. 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikuu 

(1) Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut: 
a. Tunjangan jabatan Petinggi paling ti.nggi sama dengan 

tunjangan jabatan PNS eselon rva. 
b. Tunjangan jabatan Carik Non PNS paling tinggi sama dengan 

tunjangan jabatan l'NS eselon Nb. 
c. Tuojangan jabatan Perangkat Desa lainnya paling tinggi sama 

dengan runjangan jabatan PNS eselon V. 
d. Tunjangan jabatan Carik PNS dapat diberikan sesuai 

kemampuan keuangan desa, paling sedikit sama dengan 
tunjangao jabatan PNS eselon Nb. 

e. Tunjangan Kesehatan diberikan untuk Petinggi dan Perangkat 
Desa. 

I, Tunjangan asuransi jiwa diberikan untuk Petinggl dan 
Perangkat Desa. 

g. Tunjangan isteri / suami dan tunjangan anak adalah sebagai 
berikut: 
I. Tunjangan isteri / suami paling tinggi 10% (sepuluh per 

seratus) dari SILTAP. 
2. Tunjangan anak paling tinggi 5% (lima perseratus) dari 

SIL.TAP dengan jumlah paling banyak 2 (dua] anak. 
3. Tunjangan anak tidak berlaku pada anak yang telah 

berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah. menikah, 
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayal (l.) dialokasikan dari 

bagian 30% (tiga puluh perserarus] dari APBDes. 

Pasal 7 

4. Ketenruan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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(1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, 
diberikan penghargaan berupa tali asih sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, paling tinggi 20% (dua puluh 
perseratus) dari SILT.AP untuk setiap bula.n dalam jangka waktu 
sebagai berikul: 
a. Untuk Petinggi ditentukan sebagai berikut: 

l. Masa pengabdian sampai dengan 6 (enam) tahun diberlkan 
penghargaan tali asih paling lama 1 (satu) tahun, 

2. Masa pengabdian lebih dari 6 (enam) tahun diberikan 
penghargaan tali asih paling lama 2 (dua) tahun. 

b, Untuk Carik non PNS dan Perangkat Desa ditentukan sebagai 
berikut: 
l. Masa pengabdian sampai dengan 10 [sepuluh] tahun 

diberikan penghargaan tali asih paling lama 1 (satu) tahun. 
2. Masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 

(dua puluh) tahun diberikan penghargaan tali asih paling 
lama 2 (dua) tahun, 

3. Masa pengabdian le bib dari 20 (dua puluh) tahun diberikan 
penghargaan tali asih paling lama 3 (tiga) tahun, 

(2) Selain pernberian penghargaaa tali asih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l), penghargaan tali asib juga dapat berasal dari 
basil pengelolaan tanah bengkok, dengan ketentuan : 

Pasal 11 

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Tambaban tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 
(2) huruf a, diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang 
bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok 

(2) Carik yang diangkat PNS diberikan Tambahan tunjangan sebesar 
40% (empat puluh perseratus) dari basil pengelolaan tanah 
bengkoknya. 

(3) Carik yang diangkat PNS diberikan hak untuk memilih salah satu 
tambahan tunjangan yang dikehendaki yaitu antara ketentuan 
Pasal 7 ayat (1) huruf d atau ketentuan pada ayat (2). 

(4) Penggunaan basil pengelolaan tanah bengkok dan besaran 
tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dltetapkan dengan Perdes. 

(5) Hasil pengelolaan tanah bengkok dikeluarkan dari pola 
penghirungan 30% (tiga puluh perseratus) : 70% (tt.tjuh puluh 
perseratus) APBDes. 

Pasal 9 

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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(1) Carik yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjacli PNS 
diberikan kompensasi pada saat puma tugas dan besarannya 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kompensasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) dialokasikan 
dari bagian 70% (tujub pulub perseratus) APBDes. 

- Pasal L2A 

8. Dlantara Pasal 12 dan Pasal 13 disislpkan l (satu) Pasal baru yaitu 
Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut ; 

a. Untuk Petinggi sebagai clitentukan berikut : 

1. Masa pengabdian sampai dengan 6 (enam) tahun cliberikan 
penghargaan tali asih paling tinggi 20% (dua puluh 
perseratus) dad hasil pengelolaan tanah bengkoknya untuk 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

2. Masa pengabclian lebih clarl 6 (enam) tahun clibe.rikan 
penghargaan tali asih paling tinggi 20% (dua pulub per 
seratus) dari basil pengelolaan tanah bengkoknya untuk 
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 

b. Untuk Carik Non PNS clan Perangkat Desa ditentuk.an sebagai 
berikut; 
1. Mass pengabclian sampai dengan 10 (sepulub) tahun 

cliberikan penghargaan tali asih paling tinggi 20% (dua 
puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya 
untuk jangka wa.lctu paling lama 1 (satu) tahun. 

2. Masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 
(dua puluh) tahun cliberikan penghargaan tali asih paling 
tinggi 20% (dua puluh perseratus] dari basil pengelolaan 
tanah bengkoknya untuk jangka waktu paling lama 2 {dua) 
tahun. 

3. Masa pengabclian lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan 
penghargaan tali asib paling tinggi 20% (dua puluh per 
seratus) dari basil pengelolaan tanab bengkok.nya untuk 
jangka wa.ktu paling lama 3 (tiga) tahun. 

(3) Bagi Petinggi dan Perangkat Desa yang mendapatkan tambaban 
tunjangan dari basil pengelolaan tanah bengkok, cliberikan hak 
untuk rnemilih sa1ab satu penghargaan tali asih yang 
dikehendaki, yaitu antara ketentuan pada ayat (1) atau ketenruan 
pada ayat (2). 

(4) Pemberian penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dialokasikan dari bagian 70% (tujub puluh perseratus) 
APB Des. 

(5) Pemberian penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) cliatur dengan Perdes. 
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(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, SILTAP yang semula 
bersurnber dari bengkok beralih berasal dari APBDes. 

(2) Penerimaao lain yang sah berupa tali asih/penghargaan yang 
telah diberikan kepada: 
a. Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan 

hormat, atau 
b. istri/ suami dari Petinggi dan Perangkat Desa yang 

meoinggal, atau 
c. ahli waris yang sah dari Petinggi atau Perangkat Desa yang 

meninggal yang telab diberikan tali asihj' penghargaan 
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyarakao masih 
tetap berlaku sampai deogao berakhirnya batas waktu 
pemberiao tali asih/penghargaan yang telab ditentukan. 

Pasal 19 

11. Ketentuan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari 
jabatannya, hanya diberikan tambaban tunjangan sebesar 50% 
(lima puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkoknya. 

(2) Pemberian tambahan runjangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terhitung mulai tanggal diterimanya keputusan 
pemberhentian sementara sampai dengan adanya keputusan 
lebih lanjut dari pejabat yang berwenang. 

Pasal 17 

10. Ketenruan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilrut: 

{l) Penjabat Petinggi dapat diberikan penerimaan lain yang sah sesuai 
kemampuan keuangao desa. 

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain berupa tambahan tunjangan sebagaimaoa dlmaksud 
Pasal 9 ayat (1) dan honorarium kegiatan. 

(3) Perangkat Desa yang mendapatkao tugas tarnbaban merangkap 
jabatan lain, dapat diberikan pilihan untuk rnempcroleh 
penghasilan penerimaan lainnya yang sa.h dari jabatannya atau 
dari jabatan yang dirangkapnya. 

(4) Peoerirnaao lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) 
dao ayat (3) diatur dengan Perdes. 

Pasal 14 

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, schingga berbunyi sebagai 
berikut : 
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SERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR .... ?.L ... 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 28 Juli 2015 

~~LJEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 28 Ju1i 2015 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan ini .mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal il 

(2a) Pemberian SILTAP, Tunjangan clan Penerimaan lain yang sah 
bagi Petinggi dan Perangkat Desa, terhitung mulai tanggal l 
Januari 2015. 


